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ABSTRAK 

Wowor, Fillia, Jechika (2025), Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia 

Kalpataru Abadi. Skripsi, Jurusan Akuntansi , Program Studi Sarjana Terapan 

Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Pembimbing I: Dra. Pantji 

Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA dan Pembimbing II: Anita L. V. Wauran SE., Ak., 

M.,Ak.,CA. 

 

Penelitian ini mengkaji implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. 

Setia Kalpataru Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

eceran material bangunan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari PT. Setia Kalpataru 

Abadi, sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa  PT. Setia Kalpataru Abadi secara umum 

telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Perusahaan telah mematuhi tarif PPN 11% sesuai dengan Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, melakukan penyetoran 

dan pelaporan PPN tepat waktu dari Januari hingga Desember 2023. Faktur pajak yang 

digunakan valid dan diklaim dalam jangka waktu yang diperbolehkan, mendukung 

bukti transaksi lengkap. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan 

yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan non-BKP, serta 

menggunakan skema faktur pajak yang sesuai (faktur pajak biasa untuk penjualan 

grosir kepada PKP dan faktur pajak unggul untuk penjualan ke konsumen akhir) 

Kata kunci: Tax Review, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pajak. 
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ABSTRACT 

Wowor, Fillia Jechika (2025), Tax Review of Value Added Tax at PT. Setia Kalpataru 

Abadi. Thesis, Department of Accounting, Applied Bachelor Program in 

Financial Accounting Politeknik Negeri Manado. Supervisor I: Dra. Pantji 

Sintje Alouw, MM., Ak., CA and Supervisor II: Anita L. V. Wauran SE., Ak., 

M.Ak., CA. 

 

This study examines the implementation of Value Added Tax (VAT) at PT. 

Setia Kalpataru Abadi, a company engaged in the retail trade of building materials, 

with the aim of assessing whether the mechanisms for collecting, depositing, and 

reporting VAT are in accordance with Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax 

Regulations. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. 

Primary data were obtained directly from PT. Setia Kalpataru Abadi, while secondary 

data were sourced from books and journals. 

The results show that PT. Setia Kalpataru Abadi has generally fulfilled its tax 

obligations properly and in accordance with applicable regulations. The company has 

complied with the 11% VAT rate as stipulated in Law No. 7 of 2021 on Harmonization 

of Tax Regulations, and has carried out timely reporting and payment of VAT from 

January to December 2023. The tax invoices used are valid and claimed within the 

allowed period, supporting complete transaction evidence. In addition, the company 

has clearly distinguished transactions involving Taxable Goods (BKP) and non-

Taxable Goods (non-BKP), and has applied the appropriate tax invoice schemes 

(regular tax invoices for wholesale sales to VAT-registered taxpayers and summary 

tax invoices for retail sales to end consumers). 

Keywords: Tax Review, Value Added Tax, Tax compliance. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada 

negara, dengan tujuan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik dan 

pembangunan nasional. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, pajak 

memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan 

rakyat. Pajak merupakan aspek terpenting yang ada di Indonesia karena sumber 

pendapatan terbesar negara adalah melalui pajak. Hal ini dapat dibuktikan oleh 

laporan kementerian keuangan, dimana pada akhir tahun 2024 penerimaan pajak 

Indonesia mencapai Rp1.932,4 triliun dari keseluruhan pendapatan negara sebesar 

Rp2.842,5 triliun. Salah satu dari banyaknya jenis pajak yang merupakan sumber 

pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menurut (Lulage et al., 2023) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang 

dikenakan pada konsumsi barang atau jasa di dalam Negeri (Daerah Pabean). Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pengumpulan pendapatan negara dan berkontribusi secara strategis terhadap 

perekonomian negara. Penerimaan yang tinggi dari PPN tidak hanya memberikan 

sumbangan signifikan bagi pembangunan, tetapi juga mendukung pemenuhan 

berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua barang kebutuhan hidup masyarakat 

Indonesia merupakan produk yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di sektor perdagangan, industri, dan jasa 

termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, sehingga 

pada dasarnya, transaksi-transaksi tersebut terkena PPN. Oleh karena itu, meskipun 

seseorang belum memiliki NPWP, orang tersebut tetap akan terkena PPN yang 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pihak yang berwenang 

untuk memungut PPN, dan nantinya, PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara 

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pada batas waktu akhir bulan berikutnya, sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 A ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 

2009.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Self Assessment 

System dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, 
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mulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan pajaknya kepada otoritas 

pajak. Penggunaan Self Assessment System dapat menimbulkan risiko kesalahan 

yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Risiko-risiko yang mungkin terjadi 

adalah kesalahan dalam menghitung pajak terutang, sehingga menimbulkan kurang 

bayar dan terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga 

mengakibatkan sanksi perpajakan. Salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut 

adalah kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Salah satu 

langkah yang dapat diambil untuk mencegah kesalahan yang mungkin dilakukan 

oleh Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya adalah dengan dilaksanakannya tax review. 

Tax  review merupakan  upaya  pemeriksaan  terhadap seluruh  transaksi  

perpajakan  yang  ada dalam suatu perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang 

terutang dan memprediksi potensi pajak  yang  mungkin  timbul  berdasarkan  

peraturan  pajak  yang  berlaku (Oktaviani & Apriliawati, 2021). Tujuan dari tax 

review adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Proses ini juga bertujuan untuk mengurangi sanksi perpajakan, 

mempermudah penyusunan laporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta melakukan 

perbaikan pada SPT masa dan SPT tahunan berdasarkan hasil tax review. Apabila 

hasil tax review ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan, wajib 

pajak memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan SPT sebelum 

pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas. Tindakan ini juga dapat membantu 

menghindari sanksi yang lebih berat di kemudian hari. Selain itu, tax review ini 

berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan guna mencegah munculnya 

masalah perpajakan di periode berikutnya. 

PT. Setia Kalpataru Abadi bergerak di bidang usaha toko bangunan yang 

menawarkan beragam produk material dan peralatan konstruksi. PT. Setia 

Kalpataru Abadi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

mengharuskan mereka untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas 

setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan. PT Setia Kalpataru 

Abadi menjual berbagai produk, mulai dari bahan dasar seperti semen, pasir, dan 

batu, hingga perlengkapan bangunan seperti cat, pipa, keramik, dan peralatan 

pertukangan, produk-produk tersebut diklasifikasikan menjadi dua sebagai Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP), karena toko 
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bangunan menjual beragam jenis BKP dan Non BKP, pengelolaan PPN menjadi 

rumit dan rawan terjadi kesalahan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 

PPN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewajiban 

perpajakan perusahaan tersebut melalui penerapan tax review. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan peneliti uraikan dalam 

laporan proposal skripsi yang berjudul: “TAX REVIEW PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SETIA KALPATARU ABADI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas berikut ini 

adalah rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu : 

“Bagaimana Tax review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru 

Abadi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil Tax review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru 

Abadi apakah sudah sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku atau 

tidak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Berikut adalah manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi tambahan 

yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pelaksanaan perpajakan di tahun pajak 

mendatang, dan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan, serta mencegah kemungkinan pengenaan 

sanksi atau denda pajak. 

2. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian 

selanjutnya serta meningkatkan pemahaman kalangan akademis di bidang 

perpajakan. 
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3. Bagi Penulis 

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pajak 

Pertambahan Nilai, khususnya mengenai tax review atas Pajak Pertambahan 

Nilai. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 UU No. 7 Tahun 2021 

Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Perpajakan (UU HPP) bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 11% 

yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. 

2.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang diterapkan oleh pemerintah 

untuk memungut pajak dari wajib pajak. Di Indonesia, ada 3 jenis sistem yang 

berlaku, yaitu: 

1. Self Assesment System 

Self-Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak 

memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan 

membayar pajak yang terutang kepada negara, sesuai dengan peraturan hukum 

yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak tidak hanya diposisikan sebagai 

subjek pajak yang diwajibkan membayar pajak, tetapi juga sebagai pihak yang 

harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak tersebut tanpa adanya 

campur tangan langsung dari pemerintah, kecuali dalam bentuk pengawasan 

dan pemeriksaan administratif. Contohnya, seorang pengusaha yang 

memperoleh pendapatan selama setahun harus menghitung sendiri pajak 

penghasilan yang terutang, kemudian melaporkannya dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak tersebut kepada negara. 

2. Official Assessment System 

Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah, 

melalui otoritas pajak, memiliki tanggung jawab untuk menghitung jumlah 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, pemerintah tidak 

hanya memantau pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tetapi juga 

melakukan perhitungan pajak terutang dan menetapkan besaran pajak yang 

harus dibayar. Setelah penentuan tersebut, wajib pajak diminta untuk 

membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh 

penerapan sistem ini adalah dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). Di 

Indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menentukan besarnya 
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PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan nilai objek pajak 

yang tercatat. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu melakukan 

perhitungan sendiri mengenai jumlah PBB yang terutang karena jumlah 

tersebut telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan data yang ada. Jika 

terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran atau perhitungan pajak, 

pemerintah melalui otoritas pajak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan 

penetapan ulang atas pajak yang harus dibayarkan. 

3. Withholding System 

Withholding Tax adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana pajak 

dipotong oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau perusahaan. Pihak ketiga 

ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetorkan pajak yang telah 

dipotong langsung ke kas negara. Dalam sistem ini pajak dipotong pada saat 

transaksi atau pembayaran terjadi, sehingga wajib pajak tidak perlu 

menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Sebagai contoh, dalam hal 

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), jika seorang karyawan mendapatkan gaji 

bulanan sebesar Rp10. 000. 000, perusahaan tempat ia bekerja akan memotong 

pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan tersebut akan 

menyetorkan pajak yang telah dipotong itu ke kas negara. Dengan demikian, 

pemerintah dapat memastikan penerimaan pajak yang lebih cepat dan efisien. 

Contoh lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yang dikenakan pada 

pembayaran bunga atau royalti. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar 

bunga kepada bank, perusahaan tersebut diwajibkan untuk memotong pajak 

dari jumlah bunga yang dibayarkan dan menyetorkannya ke kas negara. 

2.3 Tax Review 

2.3.1 Pengertian 

Tax review adalah proses penelaahan terhadap semua kewajiban 

perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan. Kegiatan ini mencakup evaluasi 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, yang meliputi perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, pelunasan, serta pelaporannya untuk menilai tingkat 

kepatuhan pajak oleh suatu perusahaan. 

Menurut (Wauran et al., 2022) tax review merupakan bagian dari 

kepatuhan pajak (tax compliance) yang diperlukan dalam menghadapi 
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pemeriksaan pajak, mulai dari mental, formal maupun material termasuk 

melakukan tax review terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan selama 

kurun waktu 1 tahun pajak. 

Menurut (Putri Sutriani Nadia, 2025) Tax Review merujuk pada proses 

evaluasi dan analisis yang dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara 

kewajiban pajak yang dilaporkan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2.3.2 Tujuan Tax Review 

Tujuan dilakukannya tax review adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan 

kewajiban perpajakan PPN-nya, sesuai dengan peraturan perpajakan. 

2. Meminimalisasi terjadinya transaksi berkaitan dengan PPN yang dapat 

menimbulkan risiko permasalahan perpajakan. 

3. Mengurangi sanksi perpajakan PPN yang disebabkan oleh kesalahan 

pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis dan memperbaikinya. 

4. Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang 

akan datang. 

5. Menyiapkan unit bisnis untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pihak fiskus. 

2.3.3 Langkah-Langkah Tax Review Pajak Pertambahan Nilai 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan Tax Review: 

1. Persiapan dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi 

penjualan dan pembelian, antara lain: 

a. Faktur pajak keluaran & masukan 

b. Invoice / faktur penjualan & pembelian 

c. Buku penjualan & pembelian 

d. Bukti pembayaran (kas/bank) 

e. Bukti setor PPN (SSP/BPN) 

f. SPT Masa PPN 

2. Analisis Faktur Pajak 

Memeriksa keabsahan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan: 

a. Nomor seri, tanggal, DPP, tarif, dan PPN terutang. 
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b. Kesesuaian data penjual & pembeli. 

c. Apakah dapat dikreditkan sesuai ketentuan (misalnya digunakan 

untuk kegiatan yang PPN-nya dapat dikreditkan). 

d. Memastikan tidak ada faktur pajak fiktif atau ganda. 

3. Rekonsiliasi Transaksi 

a. Membandingkan nilai penjualan dan pembelian dalam laporan 

keuangan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. 

b. Mengecek apakah seluruh penyerahan BKP/JKP sudah dikenakan 

PPN. 

c. Memastikan tidak ada transaksi yang luput atau tidak dicatat. 

4. Perhitungan PPN Keluaran & Masukan 

a. Menghitung kembali total PPN Keluaran (dari penjualan) dan PPN 

Masukan (dari pembelian). 

b. Menentukan status akhir (kurang bayar atau lebih bayar). 

c. Memeriksa penghitungan selisih (kompensasi pajak masukan ke 

keluaran). 

5. Pemeriksaan Kepatuhan Penyetoran & Pelaporan 

a. Mengecek ketepatan waktu penyetoran PPN kurang bayar ke kas 

negara. 

b. Memeriksa ketepatan waktu pelaporan melalui SPT Masa PPN  

6. Analisis Risiko & Potensi Sanksi 

a. Mengidentifikasi potensi risiko pajak, seperti denda, bunga, atau 

sanksi administrasi jika terjadi kekurangan bayar atau pelaporan 

terlambat. 

b. Menilai kesiapan dokumen pendukung jika sewaktu-waktu dilakukan 

pemeriksaan oleh fiskus. 

7. Penyusunan Laporan Hasil Review 

Membuat laporan tax review yang memuat: 

a. Temuan-temuan penting (misalnya kekurangan bayar, kesalahan 

pencatatan). 

b. Kesimpulan tingkat kepatuhan perusahaan. 

c. Saran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. 

 



9 

 

 

2.3.4 Dokumen-Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Tax Review PPN 

Tax review PPN dilakukan untuk mengevaluasi apakah perhitungan, 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sudah sesuai peraturan. Untuk 

memastikan keakuratannya maka dibutuhkan dokumen pendukung sebagai 

dasar pemeriksaan. Berikut ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan: 

1. Dokumen Umum Perusahaan 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

b. Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

c. Struktur organisasi Perusahaan 

d. Profil usaha dan kegiatan operasional 

2. Dokumen Penjualan 

a. Faktur pajak keluaran 

b. Surat jalan (delivery order) 

c. Bukti penerimaan kas/bank dari pelanggan 

d. Rekap penjualan per bulan 

3. Dokumen Pembelian 

a. Faktur pajak masukan 

b. Invoice atau faktur pembelian dari pemasok 

c. Bukti pembayaran (kas/bank) ke pemasok 

d. Rekap pembelian per bulan 

4. Laporan Keuangan 

5. Dokumen Pendukung Lain 

a. SPT Masa PPN 

b. Bukti pembetulan SPT (jika pernah dilakukan) 

c. Bukti kompensasi PPN (jika ada kelebihan bayar) 

2.4 Pajak Pertambahan Nilai 

2.4.1 Pengertian 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak 

langsung yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri. 

Penerapan PPN ini dilakukan untuk menggantikan Pajak Penjualan, dengan 

tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta 
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meratakan pembebanan pajak. PPN pertama kali diberlakukan pada 1 April 

1985, berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

PPN memiliki sifat tidak langsung, artinya beban pajak ini ditanggung oleh 

konsumen akhir, meskipun yang bertanggung jawab mengumpulkan dan 

menyetorkannya adalah pengusaha atau penyedia barang/jasa. 

Menurut Sukardji dalam Putri & Subandoro (2022) Definisi pajak 

Pertambahan Nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi 

baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun 

badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada 

anggaran belanja negara”. 

Menurut (I. M. Putri, 2024) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang 

dipungut atas seluruh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan oleh wajib 

pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak adalah nilai atau jumlah yang dijadikan acuan 

untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar pengenaannya adalah: 

1. Harga Jual 

Harga jual adalah nilai berupa uang yang mencakup biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak. 

Namun, harga jual ini tidak termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang dipungut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPN dan 

potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak. 

2. Penggantian 

Penggantian adalah nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa sehubungan dengan 

penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun, nilai ini tidak termasuk pajak yang 

dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta potongan 

harga yang tertera dalam faktur pajak. 

3. Nilai Ekspor 
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Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang 

diminta atau yang seharusnya ditagih oleh eksportir. 

4. Nilai Lain 

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

2.4.3 Faktur Pajak 

Menurut (Basir, 2024) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak, 

sehingga Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Keena Pajak atau 

Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan 

memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur pajak dibuat 

pada saat: 

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan jJasa Kena Pajak; 

3. Sebagian tahap pekerjaan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam 

hal penyerahan; 

4. Saat lain yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Jenis-jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Faktur Pajak Keluaran : adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena 

pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah; 

2. Faktur Pajak Masukan : adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP 

ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena 

pajak dari PKP lainnya; 

3. Faktur Pajak Pengganti : adalah penggantian atas faktur pajak yang telah 

terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan 

pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya; 

4. Faktur Pajak Gabungan : adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang 

meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena 

pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender; 
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5. Faktur Pajak Digunggung : adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan 

identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat 

oleh PKP Pedagang Eceran; 

6. Faktur Pajak Cacat adalah : faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, 

jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam 

pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan 

membuat faktur pjak pengganti; 

7. Faktur Pajak Batal : adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya 

pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada 

kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. 

2.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merujuk pada orang atau badan 

yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas: 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena 

pajak di dalam daerah pabean, serta melakukan ekspor barang kena pajak 

berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. 

2. Non – PKP 

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan 

huruf e, serta Pasal 16C Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang 

menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan 

subjek PPN. Namun, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen 

sudah termasuk PPN. 

2.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Penggolongan atas Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan 

atas: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam 

daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 

2. Impor Barang Kena Pajak. 

3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean. 
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4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean. 

5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa 

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

6. Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m2 yang 

dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang 

Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. 

7. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat 

perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. 

2.4.6 Non BKP 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung 

dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara: 

a. Minyak mentah (crude oil) 

b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi 

langsung oleh Masyarakat 

c. Panas bumi 

d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu 

permata, bentonite, dolomite, feldspar ( feldspar), garam batu (halite), 

grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, lensit, magnesit, mika marmer, 

nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat 

(phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, 

tawas, (alum), tras, yarosif, zeloit, basal, dan trakkit 

e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara 

f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak, 

serta biji bauksit. 

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 

banyak diatur dengan PMK-99/PMK.010/2020 yaitu : 

a. Beras dan gabah dengan kriteria: berkulit, dikuliti, setengah digiling 

atau digiling seutuhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, 

menir, selain yang cocok untuk disemai. 

b. Jagung dengan kriteria telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, 

pecah, menir, tidak termasuk bibit. 
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c. Sagu dengan kriteria empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan 

bubuk. 

d. Kedelai dengan kriteria berkulit, utuh dan pecah, selain benih. 

e. Garam konsumsi dengan kriteria beryodium maupun tidak (termasuk 

garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok 

masyarakat. 

f. Daging dengan kriteria daging segar dari hewan ternak dan unggas 

dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, 

dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara 

lain. 

g. Telur dengan kriteria tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, 

diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit. 

h. Susu dengan kriteria susu perah baik yang telah melalui proses 

didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung 

tambahan gula atau bahan lainnya, selain kepala susu dan susu yang 

mengandung tambahan gula atau bahan lainnya. 

i. Buah-buah dengan kriteria buah-buahan segar yang dipetik, baik yang 

telah melalui proses dicuci, disortir, dikupas, dipotong, diiris, di-

grading, selain yang dikeringkan. 

j. Sayur-sayuran dengan kriteria sayuran segara, yang dipetik, dicuci, 

ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, 

termasuk sayuran segar yang dicacah selain yang dimasak. 

k. Ubi-ubian dengan kriteria ubi segar, baik yang telah melalui proses 

dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading, selain dalam 

bentuk pellet dan selain yang dikeringkan. 

l. Bumbu-bumbuan dengan kriteria segar, dikeringkan tetapi tidak 

dihancurkan atau ditumbuk. 

m. Gula konsumsi dengan kriteria gula kristal putih asal tebu untuk 

konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, hanya yang 

berasal dari tebu. 

n. Ikan dengan kriteria ikan segar/dingin, dengan atau tanpa kepala, jenis 

tongkolabu-abu (Thunnus tong gol), kembung (rastrelliger kanagurta 
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dan rastrelliger rachysoma), dan kawakawa/tongkol komo (euthynnus 

affinis), bandeng (chanos chanos). 

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman 17 baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang 

diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat 

berharga. 

2.4.7 Pajak Masukan 

Pajak Masukan menurut (Lulage et al., 2023) adalah PPN yang 

seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan/atau 

JKP   dan/atau pemanfaatan  JKP dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang 

Kena Pajak. 

2.4.8 Pajak Keluaran 

Pajak Keluaran menurut (Sartono & Ak, 2023) adalah Pajak 

Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, 

atau ekspor Barang Kena Pajak. 

2.4.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang – Undang HPP 

adalah sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan naik menjadi 

12% mulai dari tanggal 1 Januari 2025. Namun sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 tarif efektif PPN untuk barang 

dan jasa non-mewah dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai 

lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. 

Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap 

sebesar 11%. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

(Widyawati 

& Sudiana, 

2022) 

Penerapan Tax review 

Atas Pajak Penghasilan 

PT. First Health 

Enterprises Pada Tahun 

2012 

Sama – sama 

membahas tentang 

tax review 

Penelitian ini 

berfokus pada 

Pajak Penghasilan 

(Yanto, 2022) 

Analisis Tax review Atas 

Pajak Pertambahan Nilai 

Pada PT. CFI 

Sama – sama 

membahas tentang 

tax review yang 

berfokus pada Pajak 

Pertambahan Nilai 

Perbedaan dalam 

objek yang diteliti 

(Naila 

Romana et 

al., 2023) 

Analisis Penghitungan, 

penyetoran dan 

Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai Pada 

PT Pandungo Mitra 

Utama di Sidoarjo 

Sama – sama 

meneliti mengenai 

PPN 

Penelitian ini 

menggunakan dua 

metode yaitu 

kualitatif dan 

kuantitatif 

(Faizah & 

Ajimat, 2022) 

Pengaruh Pajak 

Pertambahan Nilai, dan 

Pajak Kendaraan 

Bermotor Tarif Progresif 

terhadap Daya Beli 

Konsumen 

Sama – sama 

meneliti mengenai 

PPN 

Perbedaan dalam 

metode penelitian 

yang digunakan 

(Santoso, 

Elvina ; 

Santoso, 

2025) 

Tax Review Pajak 

Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai PT X 

Untuk Menilai 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Sama – sama 

membahas tentang 

tax review PPN 

Dalam penelitian 

ini juga meneliti 

tentang PPh    

Sumber: Penulis (2025) 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan 

No. 7 Tahun 2021 

Pelaksanaan Mekanisme PPN 

Tax Review 

Hasil Tax Review 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Menurut (Handayani, 2020) 

penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, 

cenderung menggunakan analisis dan menggunakan landasan teori sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan serta mendeskripsikan 

masalah yang ada dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi pada perusahaan apakah kewajiban perpajakannya sudah sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang ada. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Jl. RW Monginsidi No. 23-24, Lingkungan 

II, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam rentang waktu Januari 2025 hingga Mei 2025. Rentang waktu ini dapat 

memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta 

informasi yang diperlukan oleh penulis. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber 

aslinya. Data ini digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memperoleh 

informasi yang lebih akurat, relevan, dan spesifik. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh langsung dari PT. Setia Kalpataru Abadi. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah ada, seperti buku, 

jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian 

ini. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk menyusun landasan teori yang 

kokoh. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah 
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melalui berbagai literatur dan referensi seperti buku, undang – undang, dan 

jurnal yang terkait 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan metode 

Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.. 

3.4.1 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang 

sedang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses 

perhitungan dan pelaporan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik 

perpajakan yang diterapkan oleh PT. Setia Kalpataru Abadi. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai topik yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

pihak-pihak terkait di PT. Setia Kalpataru Abadi untuk mendapatkan informasi 

yang mendalam dan relevan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan 

proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis berbagai dokumen atau sumber 

tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa 

arsip, laporan, catatan, foto, video, dan berbagai jenis materi lainnya yang dapat 

memberikan informasi yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa data pembelian, penjualan, dan SPT Masa Januari – Desember 2023. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan mengolah data 

penelitian sehingga menjadi informasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, 
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kemudian membandingkan data tersebut dengan ketentuan atau standar yang 

berlaku. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data transaksi 

pembelian dan penjualan PT Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023, yang 

menjadi dasar perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selain itu, juga 

digunakan data dokumen pendukung seperti faktur pajak, SPT Masa PPN, serta 

bukti penyetoran pajak. Data yang dikumpulkan ini kemudian akan dibandingkan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya terkait tarif PPN sebesar 11%, 

ketepatan waktu penyetoran, pelaporan, serta prosedur penerbitan faktur pajak. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap – tahap sebagai 

berikut: 

1. Mengunjungi perusahaan yang akan diteliti untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dalam penelitian skripsi. 

2. Mengumpulkan informasi yang relevan melalui wawancara dan observasi 

langsung terhadap para informan yang berkaitan dengan perpajakan internal 

perusahaan. 

3. Mengumpulkan dokumen – dokumen pendukung dalam pembahasan tax 

review atas Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara terperinci mengenai 

mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada PT. Setia Kalpataru Abadi apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang 

Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021. 

5. Memberikan kesimpulan dan saran kepada perusahaan berdasarkan hasil tax 

review yang telah dilakukan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan  

PT Setia Kalpataru Abadi didirikan oleh Nanang Setiady Lianto pada 

tahun 2017 di Manado, Sulawesi Utara, sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan eceran berbagai macam material bangunan. Perusahaan ini 

didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta para pelaku usaha di 

bidang konstruksi mengenai penyediaan bahan bangunan yang berkualitas, 

terpercaya, dan dengan harga terjangkau di daerah Kota Manado. 

Sejak awal berdiri, PT Setia Kalpataru Abadi memfokuskan diri pada 

penyediaan berbagai jenis alat dan perlengkapan bangunan, mulai dari peralatan 

pertukangan, material bangunan, hingga perlengkapan keselamatan kerja. 

Dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima, dan kualitas produk. 

Pada tahun 2022, Nanang Setiady Lianto selaku pendiri sekaligus 

direktur perusahaan ini meninggal dunia sehingga melalui keputusan rapat para 

pemegang saham menunjuk Vivi Cornelis sebagai direktur untuk menggantikan 

Nanang Lianto. 

PT Setia Kalpataru Abadi berkomitmen untuk terus berkembang dan 

berinovasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan serta mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan di Kota Manado. Dengan penuh semangat 

profesional, kejujuran, dan pelayanan yang optimal, PT Setia Kalpataru Abadi 

akan terus berkembang menjadi perusahaan yang memberikan manfaat lebih 

bagi konsumen, pekerja, dan mitra bisnis. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : 

”Menjadi perusahaan penyedia alat-alat bangunan terkemuka di Sulawesi 

Utara yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.” 

Misi  : 

1. Menyediakan alat-alat bangunan yang memiliki kualitas terbaik dan sesuai 

dengan permintaan pasar. 
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2. Memberikan layanan yang cepat, akurat, dan profesional kepada setiap 

pelanggan. 

3. Mengutamakan kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab di setiap 

aspek operasional perusahaan. 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Proses Bisnis Perusahaan 

PT. Setia Kalpataru Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan bahan bangunan. Perusahaan ini telah resmi memperoleh status 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2021, identitas perpajakan 

perusahaan ini tercatat melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

53.327.197.9-821.000. Peusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama, Ibu Vivi 

Cornelis yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan kegiatan 

operasional serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. 

PT. Setia Kalpataru Abadi adalah perusahan yang melakukan penjualan 

berbagai jenis material bangunan dalam bentuk eceran kepada konsumen. 

Perusahaan membeli barang dari berbagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan 

stok, baik berupa barang yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) maupun 

Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP). Barang-barang yang tergolong BKP, 

seperti semen, besi, cat, dan perlengkapan bangunan lainnya, dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan barang yang tergolong Non-BKP, seperti 

pasir, tanah yang tidak termasuk objek PPN, tidak dikenakan PPN. Untuk 

transaksi kepada PKP, perusahaan menerbitkan faktur pajak tidak digunggung 

atas nama pembeli, sedangkan pada transaksi eceran kepada konsumen akhir, 

perusahaan menggunakan faktur pajak digunggung 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori produk 

yang diperdagangkan oleh PT. Setia Kalpataru Abadi, disajikan sebuah tabel 

yang merinci jenis-jenis barang berdasarkan status perpajakannya, yaitu Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP). 
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Tabel 4. 1 Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak 

Barang Kena Pajak 

Seng Plastik Bondeks 

Seng Got Gerobak Arcto  

Pipa Galvanis Genteng Zig Zag 

Semen Tiga Roda Asbes 

BCP Royal SB Gypsum 

Papan Nantu Merah Biasa Pagar BRC 

Murano Roster 

Sanlex Pail Closet TOTO 

Pipa Rucika Weathershield Flash 

Paku Bata Ringan 

Taso Terpal 

Tinner Cobra Merah Kuas Roll 

Knee AW  Tanki Grand Luxe 

Wastafel America Standard Papan Mal 

Spandek  Besi Siku 

Sun Power Lem PVC 

Dulux Cat Tela 

Polywood Kayu Besi 

Maritex Pail Holo Gypsum 

Kaca Blok Mata Cutter 

Holo Galvanis Kertas Pasir 

Semen Tonasa Mata Obeng 

Besi Strep Tripleks 

Tangki Penguin 1050 LTR Mata Gurinda Potong 

Pipa PVC Tee PVC 

Pintu KM PVC Reducer PVC 

Barang Tidak Kena Pajak 

Pasir Halus Krikil 

Pasir Semi Tanah 

Batu Tondasi  

   Sumber : Data Olahan Tahun 2025 
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4.2.2 Data Pembelian 

Pada bagian ini disajikan data pembelian yang dilakukan oleh perusahaan 

selama periode yang diteliti. Data ini mencakup transaksi pembelian yang 

dilakukan PT. Setia Kalpataru Abadi. Tabel 4.2 akan menampilkan seluruh data 

pembelian dari PT. Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023. 

Tabel 4. 2 Data Pembelian Perusahaan Tahun 2023 
No Bulan DPP (Pembelian) PPN (Masukan) Jumlah 

1 Januari 601.360.396 66.028.615 667.389.011 

2 Februari 411.867.912 45.305.465 457.173.377 

3 Maret 635.050.917 69.855.581 704.906.498 

4 April 423.256.375 46.558.194 469.814.569 

5 Mei 522.440.901 57.468.480 579.909.381 

6 Juni 437.313.551 48.104.481 485.418.032 

7 Juli 389.813.884 42.879.506 432.693.390 

8 Agustus 498.140.046 54.795.416 552.935.462 

9 September 597.190.428 65.690.947 662.881.375 

10 Oktober 937.950.635 103.174.553 1.041.125.188 

11 November 1.210.066.133 133.107.249 1.343.173.382 

12 Desember 1.002.573.622 110.283.072 1.112.856.694 

 Total 7.667.024.800 843.251.559 8.510.276.359 

Sumber Data: PT. Setia Kalpataru Abadi 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat Dasar Pengenaan Pajak atas 

pembelian PT. Setia Kalpataru Abadi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

7.667.024.800,- Perhitungan pajak masukan ini didasarkan pada data transaksi 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemasok sepanjang 

tahun 2023. Karena status perusahaan adalah PKP, maka perusahaan diwajibkan 

untuk menghitung dan menyetorkan PPN atas setiap transaksi pembelian yang 

dilakukan. 

4.2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian 

Perhitungan Pajak Masukan Januari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 601.360.396 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 66.028.615 

Jumlah       Rp 667.389.011 
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Perhitungan Pajak Masukan Februari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 411.867.912 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 45.305.465 

Jumlah       Rp 457.173.377 

 

Perhitungan Pajak Masukan Maret 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 635.050.917 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 69.855.581 

Jumlah       Rp 704.906.498 

 

Perhitungan Pajak Masukan April 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 423.256.375 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 46.558.194 

Jumlah       Rp 469.814.569 

 

Perhitungan Pajak Masukan Mei 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 522.440.901 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 57.468.480 

Jumlah       Rp 579.909.381 

 

Perhitungan Pajak Masukan Juni 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 437.313.551 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 48.104.481 

Jumlah       Rp 485.418.032 

 

Perhitungan Pajak Masukan Juli 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 389.813.884 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 42.879.506 

Jumlah       Rp 432.693.390 

 

Perhitungan Pajak Masukan Agustus 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 498.140.046 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 54.795.416 
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Jumlah       Rp 552.935.462 

 

Perhitungan Pajak Masukan September 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 597.190.428 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 65.690.947 

Jumlah       Rp 662.881.375 

 

Perhitungan Pajak Masukan Oktober 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 937.950.635 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 103.174.553 

Jumlah       Rp 1.041.125.188 

 

Perhitungan Pajak Masukan November 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.210.066.133 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 133.107.249 

Jumlah       Rp 1.343.173.382 

 

Perhitungan Pajak Masukan Desember 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.002.573.622 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 110.283.072 

Jumlah       Rp 1.112.856.694 

Contoh pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian 

Pada bulan Januari 2023 PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan transaksi 

pembelian dengan harga Rp 601.360.396, maka jurnalnya sebagai berikut: 

Persediaan   Rp 601.360.396  

PPN Masukan  Rp 66.028.615 

Kas       Rp 667.389.011 

4.2.4 Data Penjualan 

PT Setia Kalpataru Abadi merupakan Pengusaha Kena Pajak yang 

memiliki izin untuk mengeluarkan faktur pajak untuk setiap penjualan yang 

berkaitan dengan Barang Kena Pajak. Sebagai perusahaan yang menerbitkan 

faktur pajak, PT Setia Kalpataru Abadi berkewajiban untuk memungut pajak 
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dari setiap transaksi penjualan. Tabel di bawah ini menunjukkan penyerahan 

Barang Kena Pajak dari seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT 

Setia Kalpataru Abadi, di mana pajak keluaran dipungut langsung oleh PT Setia 

Kalpataru Abadi selama tahun 2023. 

Tabel 4. 3 Data Penjualan Perusahaan Tahun 2023 
No Bulan DPP (Penjualan) PPN (Keluaran) Jumlah 

1 Januari 596.595.277 65.625.480 662.220.757 

2 Februari 437.794.468 48.157.393 485.951.861 

3 Maret 650.490.137 71.553.915 722.044.052 

4 April 427.488.939 47.023.783 474.512.722 

5 Mei 527.665.310 58.043.185 585.708.495 

6 Juni 441.686.687 48.585.536 490.272.223 

7 Juli 395.200.998 43.472.110 438.673.108 

8 Agustus 508.102.847 55.891.312 563.994.159 

9 September 611.633.297 67.279.663 678.912.960 

10 Oktober 952.513.937 104.776.531 1.057.290.468 

11 November 1.224.203.752 134.662.418 1.358.866.170 

12 Desember 1.018.128.793 111.994.168 1.130.122.961 

 Total 7.791.504.442 857.065.494 8.648.569.936 

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 2023 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas 

penjualan dari PT. Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

7.791.504.442,- dan pajak yang dipungut adalah sebesar Rp. 857.065.494. Pajak 

Keluaran ini merupakan jumlah dari Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

langsung kepada pelanggan. 

4.2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan 

Perhitungan Pajak Keluaran Januari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 596.595.277 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 65.625.480 

Jumlah       Rp 662.220.757 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Februari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 437.794.468 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 48.157.393 
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Jumlah       Rp 485.951.861 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Maret 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 650.490.137 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 71.553.915 

Jumlah       Rp 722.044.052 

 

Perhitungan Pajak Keluaran April 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 427.488.939 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 47.023.783 

Jumlah       Rp 478.787.611 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Mei 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 527.665.310 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 58.043.185 

Jumlah       Rp 585.708.495 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Juni 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 441.686.687 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 48.585.536 

Jumlah       Rp 490.272.223 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Juli 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 395.200.998 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 43.472.110 

Jumlah       Rp 438.673.108 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Agustus 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 508.102.847 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 55.891.312 

Jumlah       Rp 568.990.444 
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Perhitungan Pajak Keluaran September 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 611.633.297 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 67.279.663 

Jumlah       Rp 678.912.960 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Oktober 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 952.513.937 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 104.776.531 

Jumlah       Rp 1.057.290.468 

 

Perhitungan Pajak Keluaran November 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.224.203.752 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 134.662.418 

Jumlah       Rp 1.358.866.170 

 

Perhitungan Pajak Keluaran Desember 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.018.128.793 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 111.994.168 

Jumlah       Rp 1.130.122.961 

Contoh pencatatan jurnal untuk transaksi penjualan 

Pada bulan Januari 2023 PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan transaksi 

penjualan dengan harga Rp 596.595.277, maka jurnalnya sebagai berikut: 

Kas   Rp 662.220.757  

Penjualan     Rp 596.595.277 

PPN Keluaran    Rp 65.625.480 

4.2.6 Data Pajak Masukan dan Keluaran 

Pada Tabel dibawah ini merupakan Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak 

Masukan atas transaksi pembelian serta Pajak Keluaran atas transaksi penjualan 

kepada konsumen dari PT. Setia Kalpataru Abadi . 
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Sumber: Data Olahan 

4.2.7 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar 

Untuk mengetahui apakah PT. Setia Kalpataru Abadi sudah menjalankan 

tanggung jawab perpajakan dengan benar, dilakukan analisis terhadap selisih 

antara jumlah Pajak Keluaran dan Masukan, jika Pajak Keluaran lebih besar dari 

Pajak Masukan artinya terdapat kurang bayar begitu juga sebaliknya jika Pajak 

Masukan lebih besar maka artinya terdapat lebih bayar.  

Berikut ini disajikan tabel perhitungan PPN kurang atau lebih bayar 

berdasarkan data yang sudah ada: 

Tabel 4. 5 Perhitungan PPN Kurang atau Lebih Bayar 

Bulan 

Pajak 

Keluaran 

(Rp) 

Pajak 

Masukan 

(Rp) 

PPN Kompensasi 
PPN Per 

Masa 

Kurang/Lebih 

Bayar 

Januari 65.625.480 66.028.615 -403.135 - - LB 

Februari 48.157.393 45.305.465 2.851.928 403.135 2.448.793 KB 

Maret 71.553.915 69.855.581 1.698.334 - - KB 

April 47.023.783 46.558.194 465.589 - - KB 

Mei 58.043.185 57.468.480 574.705 - - KB 

Juni 48.585.536 48.104.481 481.055 - - KB 

Juli 43.472.110 42.879.506 592.604 - - KB 

Agustus 55.891.312 54.795.416 1.095.896 - - KB 

September 67.279.663 65.690.947 1.588.716 - - KB 

Oktober 104.776.531 103.174.553 1.601.978 - - KB 

November 134.662.418 133.107.249 1.555.169 - - KB 

Desember 111.994.168 110.283.072 1.711.096 - - KB 

Sumber: Data Olahan 

Bulan DPP (Rp) 

Pajak 

Keluaran 

(Rp) 

Jumlah (Rp) DPP (Rp) 

Pajak 

Masukan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

Januari 596.595.277 65.625.480 662.220.757 601.360.396 66.028.615 667.389.011 

Februari 437.794.468 48.157.393 485.951.861 411.867.912 45.305.465 457.173.377 

Maret 650.490.137 71.553.915 722.044.052 635.050.917 69.855.581 704.906.498 

April 427.488.939 47.023.783 474.512.722 423.256.375 46.558.194 469.814.569 

Mei 527.665.310 58.043.185 585.708.495 522.440.901 57.468.480 579.909.381 

Juni 441.686.687 48.585.536 490.272.223 437.313.551 48.104.481 485.418.032 

Juli 395.200.998 43.472.110 438.673.108 389.813.884 42.879.506 432.693.390 

Agustus 508.102.847 55.891.312 563.994.159 498.140.046 54.795.416 552.935.462 

September 611.633.297 67.279.663 678.912.960 597.190.428 65.690.947 662.881.375 

Oktober 952.513.937 104.776.531 1.057.290.468 937.950.635 103.174.553 1.041.125.188 

November 1.224.203.752 134.662.418 1.358.866.170 1.210.066.133 133.107.249 1.343.173.382 

Desember 1.018.128.793 111.994.168 1.130.122.961 1.002.573.622 110.283.072 1.112.856.694 

Tabel 4. 4 Data Pajak Masukan dan Keluaran 
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Untuk menghitung PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan jika pajak 

keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (hasil positif) maka perusahaan 

mengalami Kurang Bayar, begitu juga sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih kecil 

dari Pajak Masukan (hasil negatif) maka perusahaan mengalami Lebih Bayar. 

Bulan Januari 

Perhitungan Pajak Masukan Januari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 601.360.396 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 66.028.615 

Perhitungan Pajak Keluaran Januari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 596.595.277 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 65.625.480 

PPN = Rp. 65.625.480 – Rp. 66.028.615 = Rp.  - 403.135   (Lebih Bayar) 

Bulan Februari 

Perhitungan Pajak Masukan Februari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 411.867.912 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 45.305.465 

Perhitungan Pajak Keluaran Februari 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 437.794.468 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 48.157.393 

PPN = Rp 48.157.393 – Rp 45.305.465 = Rp.  2.851.928  (Kurang Bayar) 

Kompensasi Masa Sebelumnya     = Rp. 403.135 

PPN Kurang Bayar Rp.  2.851.928 - Rp. 403.135   = Rp. 2.448.792 

Bulan Maret 

Perhitungan Pajak Masukan Maret 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 635.050.917 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 69.855.581 

Perhitungan Pajak Keluaran Maret 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 650.490.137 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 71.553.915 

PPN = Rp 71.553.915  – Rp 69.855.581 = Rp. 1. 698. 334  (Kurang Bayar) 
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Bulan April 

Perhitungan Pajak Masukan April 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 423.256.375 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 46.558.194 

Perhitungan Pajak Keluaran April 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 427.488.939 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 47.023.783 

PPN = Rp 47.023.783  – Rp 46.558.194 = Rp. 465.589   (Kurang Bayar) 

Bulan Mei 

Perhitungan Pajak Masukan Mei 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 522.440.901 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 57.468.480 

Perhitungan Pajak Keluaran Mei 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 527.665.310 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 58.043.185 

PPN = Rp 58.043.185  – Rp 57.468.480 = Rp. 574.705   (Kurang Bayar) 

Bulan Juni 

Perhitungan Pajak Masukan Juni 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 437.313.551 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 48.104.481 

Perhitungan Pajak Keluaran Juni 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 441.686.687 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 48.585.536 

PPN = Rp 48.585.536  – Rp 48.104.481 = Rp. 481.055   (Kurang Bayar) 

Bulan Juli 

Perhitungan Pajak Masukan Juli 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 389.813.884 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 42.879.506 

Perhitungan Pajak Keluaran Juli 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 395.200.998 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 43.472.110 

PPN = Rp 43.472.110  – Rp 42.879.506 = Rp. 592.604   (Kurang Bayar) 
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Bulan Agustus 

Perhitungan Pajak Masukan Agustus 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 498.140.046 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 54.795.416 

Perhitungan Pajak Keluaran Agustus 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 508.102.847 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 55.891.312 

PPN = Rp 55.891.312  – Rp 54.795.416= Rp. 1.095.986   (Kurang Bayar) 

Bulan September 

Perhitungan Pajak Masukan September 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 597.190.428 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 65.690.947 

 

Perhitungan Pajak Keluaran September 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 611.633.297 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 67.279.663 

PPN = Rp 67.279.663  – Rp 65.690.947 = Rp. 1.588.716   (Kurang Bayar) 

Bulan Oktober 

Perhitungan Pajak Masukan Oktober 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 937.950.635 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 103.174.553 

Perhitungan Pajak Keluaran Oktober 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 952.513.937 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 104.776.531 

PPN = Rp 104.776.531  – Rp 103.174.553= Rp. 1.601.978  (Kurang Bayar) 

Bulan November 

Perhitungan Pajak Masukan November 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.210.066.133 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 133.107.249 

Perhitungan Pajak Keluaran November 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.224.203.752 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 134.662.418 
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PPN = Rp 134.662.418  – Rp 133.107.249 = Rp. 1.555.169  (Kurang Bayar) 

Bulan Desember 

Perhitungan Pajak Masukan Desember 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.002.573.622 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    Rp 110.283.072 

Perhitungan Pajak Keluaran Desember 2023 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)    Rp 1.018.128.793 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)     Rp 111.994.168 

PPN = Rp 111.994.168  – Rp 110.283.072 = Rp. 1.711.096  (Kurang Bayar) 
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4.3 Kertas Kerja 

Kertas Kerja 

Nama     : PT. Setia Kalpataru Abadi 

NPWP     : 533271979821000 

Direktur    : Vivi Cornelis 

Alamat                 : Jl. RW Monginsidi No. 23-24, Lingkungan II, Kec.    

Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 

Jenis Usaha    : Perdagangan Eceran Material Bangunan 

 

Tabel 4. 6 Perhitungan PPN PT. Setia Kalpataru Abadi Bulan Januari - Desember 

Bulan DPP (Rp) 

Pajak 

Keluaran 

(Rp) 

Jumlah (Rp) DPP (Rp) 

Pajak 

Masukan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

Januari 596.595.277 65.625.480 662.220.757 601.360.396 66.028.615 667.389.011 

Februari 437.794.468 48.157.393 485.951.861 411.867.912 45.305.465 457.173.377 

Maret 650.490.137 71.553.915 722.044.052 635.050.917 69.855.581 704.906.498 

April 427.488.939 47.023.783 474.512.722 423.256.375 46.558.194 469.814.569 

Mei 527.665.310 58.043.185 585.708.495 522.440.901 57.468.480 579.909.381 

Juni 441.686.687 48.585.536 490.272.223 437.313.551 48.104.481 485.418.032 

Juli 395.200.998 43.472.110 438.673.108 389.813.884 42.879.506 432.693.390 

Agustus 508.102.847 55.891.312 563.994.159 498.140.046 54.795.416 552.935.462 

September 611.633.297 67.279.663 678.912.960 597.190.428 65.690.947 662.881.375 

Oktober 952.513.937 104.776.531 1.057.290.468 937.950.635 103.174.553 1.041.125.188 

November 1.224.203.752 134.662.418 1.358.866.170 1.210.066.133 133.107.249 1.343.173.382 

Desember 1.018.128.793 111.994.168 1.130.122.961 1.002.573.622 110.283.072 1.112.856.694 

Sumber: Data Olahan  
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Gambar 4. 1 SPT Masa PPN Bulan Januari 
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Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 
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Gambar 4. 2 SPT Masa PPN Bulan Februari 
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Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 

 

 



42 

 

Gambar 4. 3 Faktur Pajak Masukan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 
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Gambar 4. 4 Faktur Pajak Keluaran 

 
Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 
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Tabel 4. 7 Kertas Kerja Tax Review 

Sumber: Data Olahan 

Bulan DPP (Rp) 

Pajak 

Keluaran 

(Rp) 

Jumlah (Rp) DPP (Rp) 

Pajak 

Masukan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) PPN Kompensasi 
PPN Per 

Masa 

Kurang/Lebih 

Bayar 

Tanggal 

Penyetoran 

Tanggal 

Pelaporan 
Ket 

Januari 596.595.277 65.625.480 662.220.757 601.360.396 66.028.615 667.389.011 (403.135) - - LB - 28/02/2023 ✓ 

Februari 437.794.468 48.157.393 485.951.861 411.867.912 45.305.465 457.173.377 2.851.928 403.135 2.448.793 KB 27/03/2023 27/03/2023 ✓ 

Maret 650.490.137 71.553.915 722.044.052 635.050.917 69.855.581 704.906.498 1.698.334 - - KB 26/04/2023 26/04/2023 ✓ 

April 427.488.939 47.023.783 474.512.722 423.256.375 46.558.194 469.814.569 465.589 - - KB 24/05/2023 24/05/2023 ✓ 

Mei 527.665.310 58.043.185 585.708.495 522.440.901 57.468.480 579.909.381 574.705 - - KB 19/06/2023 19/06/2023 ✓ 

Juni 441.686.687 48.585.536 490.272.223 437.313.551 48.104.481 485.418.032 481.055 - - KB 28/07/2023 28/07/2023 ✓ 

Juli 395.200.998 43.472.110 438.673.108 389.813.884 42.879.506 432.693.390 592.604 - - KB 21/08/2023 21/08/2023 ✓ 

Agustus 508.102.847 55.891.312 563.994.159 498.140.046 54.795.416 552.935.462 1.095.896 - - KB 19/09/2023 19/09/2023 ✓ 

September 611.633.297 67.279.663 678.912.960 597.190.428 65.690.947 662.881.375 1.588.716 - - KB 20/10/2023 20/10/2023 ✓ 

Oktober 952.513.937 104.776.531 1.057.290.468 937.950.635 103.174.553 1.041.125.188 1.601.978 - - KB 25/11/2023 25/11/2023 ✓ 

November 1.224.203.752 134.662.418 1.358.866.170 1.210.066.133 133.107.249 1.343.173.382 1.555.169 - - KB 20/12/2023 20/12/2023 ✓ 

Desember 1.018.128.793 111.994.168 1.130.122.961 1.002.573.622 110.283.072 1.112.856.694 1.711.096 - - KB 17/01/2024 17/01/2024 ✓ 
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Tabel 4. 8 Hasil Tax Review 

Aspek yang 

Diperiksa 

PT. Setia Kalpataru Abadi Hasil Analisis Kesimpulan 

Faktur Pajak 

Keluaran 

Perusahaan menerbitkan faktur pajak 

biasa (tidak digunggung) untuk 

penjualan kepada PKP yang 

membutuhkan faktur pajak atas nama 

mereka. Sementara itu, untuk transaksi 

eceran yang jumlahnya kecil, dan 

pembelinya tidak membutuhkan 

perusahaan menggunakan metode 

faktur pajak digunggung. 

 

Semua Penjualan 

harus diterbitkan 

faktur pajak. 

Sudah 

Sesuai 

Faktur Pajak 

Masukan 

Faktur yang diguanakan oleh PT. Setia 

Kalpataru Abadi valid, sesuai aturan, 

dan diklaim maksimal dalam waktu 3 

bulan sejak diterbitkan. 

Semua faktur 

dapat diterbitkan 

jika  memenuhi 

syarat. 

Sudah 

Sesuai 

Tarif PPN PT. Setia Kalpataru Abadi 

menggunakan tarif 11% dalam 

menghitung pajak terutang bulan 

Januari -  Desember. 

Tarif yang 

digunakan  sesuai 

dengan UU yang 

berlaku yaitu 

sebesar 11%. 

Sudah 

Sesuai 

Penyetoran  

Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan 

penyetoran PPN dengan tepat waktu 

untuk seluruh masa pajak Januari - 

Desember 2023. 

PPN disetorkan 

setiap akhir bulan 

berikutnya setelah 

Masa Pajak 

berakhir. 

Sudah 

Sesuai 

Pelaporan Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

PT. Setia Kalpataru Abadi sudah 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 

bulan Januari - Desember ini dengan 

tepat waktu. 

Batas waktu untuk 

pelaporan pajak 

yaitu setiap akhir 

bulan berikutnya 

setelah Masa 

Pajak Berakhir. 

Sudah 

Sesuai 

Penyerahan 

Non-BKP 

(Barang Tidak 

Kena Pajak) 

PT. Setia Kalpataru Abadi sudah 

melakukan pemisahan antara Barang 

Kena Pajak (BKP) & Barang Tidak 

Kena Pajak (Non-BKP). 

Harus dipisahkan 

antara BKP dan 

Non-BKP 

Sudah 

Sesuai 

Sumber: Data Olahan Penulis 2025 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) PT. Setia Kalpataru Abadi tahun 2023, secara umum perusahaan telah 

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Dalam penerbitan faktur pajak keluaran, perusahaan sudah menggunakan 

faktur pajak biasa (tidak digunggung) untuk penjualan grosir kepada PKP yang 

memerlukan faktur atas nama mereka, dan menggunakan faktur pajak digunggung 

untuk penjualan eceran kepada konsumen akhir. Selain itu, faktur pajak masukan 

yang digunakan telah valid, sesuai peruntukannya, dan diklaim maksimal dalam 

waktu tiga bulan sejak diterbitkan, sehingga sudah memenuhi ketentuan 

pengkreditan PPN masukan. 

Selanjutnya, PT. Setia Kalpataru Abadi telah menggunakan tarif PPN 

sebesar 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak 1 April 2022, dan tarif ini telah diterapkan 

secara konsisten sepanjang tahun 2023. Perusahaan juga telah melakukan 

penyetoran PPN tepat waktu, yaitu paling lambat pada akhir bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir, serta melaporkan SPT Masa PPN sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan.  Selain itu, PT. Setia Kalpataru Abadi telah melakukan pemisahan 

yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak 

(Non-BKP). Pemisahan ini sangat penting untuk memastikan hanya transaksi BKP 

yang dikenai PPN, sedangkan transaksi Non-BKP tidak dikenakan PPN, sehingga 

perhitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat.  

4.4 Implikasi Penelitian 

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun praktis. Dari sudut pandang 

teoritis, temuan-temuan yang diperoleh dapat memperkaya literatur di jurusan 

akuntansi pada bidang perpajakan, khususnya dalam konteks Pajak Pertambahan 

Nilai pada perusahaan dagang. Penelitian ini tidak hanya berperan sebagai bahan 

bacaan tambahan, tetapi juga sebagai bukti empiris yang menggambarkan secara 

konkret penerapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan. Hal 

ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana teori-teori akuntansi 

perpajakan yang dipelajari di kelas dapat diimplementasikan dalam proses bisnis 

sehari-hari, sehingga membantu menjembatani kesenjangan antara konsep 
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akademik dan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat 

dijadikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik untuk 

memperdalam topik-topik mengenai praktik perpajakan ataupun pemahaman 

terhadap penerapan ketentuan pajak di sektor perdagangan dan jasa. 

Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Setia 

Kalpataru Abadi telah berhasil menjalankan seluruh kewajiban Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini dapat menjadi contoh nyata 

bagi perusahaan lain dalam menjaga kepatuhan pajak, terutama dalam hal 

penerbitan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak masukan, penerapan tarif PPN 

yang benar, serta penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu. Bagi manajemen 

perusahaan, kepatuhan yang telah dicapai ini tidak hanya membantu meminimalkan 

risiko sanksi dan denda, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai wajib 

pajak yang bertanggung jawab dan profesional. Selain itu, pencapaian ini dapat 

memperkuat kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, mitra usaha, 

dan masyarakat. Ke depannya, perusahaan diharapkan dapat terus mempertahankan 

serta meningkatkan kualitas administrasi pajak yang sudah baik ini, sehingga 

semakin siap menghadapi tantangan peraturan perpajakan yang dinamis dan 

kompleks. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tax review terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) PT. Setia Kalpataru Abadi tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik. 

Perusahaan telah mematuhi tarif PPN 11% sesuai ketentuan Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan telah 

melakukan pelaporan serta penyetoran PPN secara tepat waktu dari bulan Januari 

hingga Desember 2023. Selain itu, faktur pajak masukan yang digunakan sudah 

valid, diklaim dalam jangka waktu yang diperbolehkan, serta didukung oleh bukti 

transaksi yang lengkap. PT. Setia Kalpataru Abadi juga telah menjalankan 

pemisahan yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Non-BKP, 

serta telah menggunakan skema faktur pajak yang sesuai dengan jenis transaksinya. 

Penjualan kepada PKP diterbitkan dengan faktur pajak biasa (tidak digunggung), 

sedangkan penjualan eceran kepada konsumen akhir menggunakan faktur pajak 

digunggung sesuai ketentuan dalam PER-03/PJ/2022. 

5.2 Rekomendasi 

Perusahaan harus tetap mempertahankan tingkat kepatuhan perpajakan 

yang selama ini telah dilaksanakan secara optimal dalam pemungutan, penyetoran, 

serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsistensi dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan ini menjadi kunci utama dalam membangun citra positif 

perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi 

di mata otoritas pajak maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dengan tetap 

menjaga prosedur administrasi perpajakan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, perusahaan tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi 

juga mampu menciptakan lingkup usaha yang sehat dan berkelanjutan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Wawancara 

1. Bagaimana proses penerapan PPN di PT. Setia kalpataru Abadi selama ini? 

“Pertama-tama karena omzet perusahaan sudah mencapai batas yang 

ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 4,8 juta pertahun maka perusahaan kami 

harus mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kantor pajak, dan 

sebagai PKP maka perusahaan sudah wajib untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN” 

2. Bagaimana prosedur penerbitan faktur pajak untuk transaksi yang dikenakan 

PPN? 

“Kami memastikan dulu apakah transaksi tersebut termasuk objek PPN, 

kemudian kami mengumpulkan data transaksi, seperti nama dan NPWP 

pembeli, jenis barang, harga, dan jumlah PPN.” 

3. Apakah ada kendala dalam pelaporan dan pembayaran PPN? 

“Secara umum, pelaporan dan pembayaran PPN berjalan lancar dan tepat 

waktu. namun, kadang kami mengalami kendala teknis, seperti gangguan 

koneksi internet atau error saat mengoperasikan aplikasi e-Faktur. Meski 

begitu, kendala tersebut biasanya bisa segera diatasi dan tidak sampai 

menghambat kewajiban pelaporan dan pembayaran.” 

4. Apakah ada evaluasi rutin terkait kepatuhan pajak? 

”Ada. Kami melakukan evaluasi internal secara berkala, minimal setiap akhir 

tahun, untuk memastikan seluruh kewajiban pajak sudah dilaksanakan sesuai 

ketentuan.” 

5. Bagaimana sikap perusahaan terhadap peraturan pajak yang terus berubah? 

“Kami selalu mengikuti update peraturan pajak terbaru, baik lewat sosialisasi 

resmi dari DJP maupun seminar perpajakan. Hal ini penting supaya kami 

tetap patuh dan tidak ketinggalan informasi.” 

6. Apakah perusahaan pernah mengalami kesulitan dalam memisahkan transaksi 

Barang Kena Pajak (BKP) dan Non-BKP? 

” Tidak ada kesulitan yang berarti. Kami sudah memiliki sistem pencatatan 

yang jelas dan staf kami juga sudah terbiasa membedakan antara transaksi 

BKP dan Non-BKP sejak awal.” 
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7. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan PPN yang 

berlaku? 

”Kami selalu mengikuti peraturan terbaru dari DJP, melakukan update 

internal, serta rutin mengecek semua dokumen dan transaksi sebelum 

dilaporkan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi dan kontrol internal 

secara berkala supaya semua proses berjalan sesuai ketentuan dan terhindar 

dari kesalahan.” 

Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiasi 
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Lampiran 3 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 1 
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Lampiran 4 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 2 

 
 

 


